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ORINEWS.id -Di tengah polemik kenaikan tarif Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) 12 persen yang akan berlaku 1 Januari 2025, suhu
Politik tanah air semakin memanas usai penetapan Sekjen PDIP
Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

Kasus Hasto tidak hanya memengaruhi PDIP, tetapi juga dinilai
akan berimplikasi terhadap stabilitas politik nasional, dan
bahkan menambah beban Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kita membayangkan bagaimana presiden Prabowo mengatasi
dinamika ini, ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut saja
kepentingan  politik,”  kata  Pengamat  Politik  Rocky  Gerung
melalui kanal YouTube resminya, Senin 24 Desember 2024.

Selain dua masalah di atas, pembredelan pameran seni yang
dinilai  kritis  dan  subversi  terhadap  pemimpin  sebelumnya
menambah tekanan ke pemerintahan Prabowo. Rocky menyebut tiga
isu besar ini menjadi tantangan Prabowo di akhir tahun. 
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Alhasil, selain harus menyelesaikan persoalan ekonomi sebagai
imbas  kenaikan  PPN,  Prabowo  juga  dihadapkan  pada  dinamika
politik  yang  rawan  memengaruhi  stabilitas  pemerintahannya
hingga tahun depan.

“Jadi kita mulai melihat bagaimana keadaan di akhir tahun ini
akan melimpah ke tahun depan,” tandas Rocky Gerung.

KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka setelah melakukan
gelar perkara atau ekspose yang dilakukan oleh Pimpinan KPK
yang baru di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto.

Ekspose  itu  digelar  usai  acara  serah  terima  jabatan  yang
dilakukan pada Jumat sore, 20 Desember 2024, setelah ekspose
sebelumnya pada Kamis, 19 Desember 2024, ditunda karena hanya
dihadiri 2 pimpinan KPK sebelumnya, yakni Nurul Ghufron dan
Johanis Tanak.

Dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Hasto
ditetapkan  sebagai  tersangka  berdasarkan  Surat  Perintah
Penyidikan  (Sprindik)  nomor  Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024
tanggal 23 Desember 2024.

Sprindik  tersebut  terbit  berdasarkan  Laporan  Pengembangan
Penyidikan nomor LPP-24/DIK.02.01/22/12/2024 pada 18 Desember
2024.

Hasto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal
5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. 


